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Abstract: This study discusses the most appropriate legal measures 
taken by the plaintiffs in the case a quo in order to enjoy the rights that 
have been granted by the State through State Court verdict on Tolitoli. To 
discuss this issue in Tolitoli, namely the District Court Tolitoli, with 
consideration that there Tolitoli District Court case of joint liability or 
responsibility to bear and had magnitude fixed law and confirmed by the 
decision of the Supreme Court of Cassation and the case a quo in 
fulfillment of the defendant's achievement yet implemented of read out the 
verdict until now so interesting to study further to find the truth and 
science, but it makes it easy for authors to do research because quo case 
already binding. Then the data is processed and analyzed using 
qualitative analysis. The results showed that; First, the most appropriate 
legal action taken by the defendants to enjoy the rights that have been 
granted by the state through a court decision is to submit the petition 
addressed to the Chairman of the Court Tolitoli so open spaces court 
authority to carry out the execution of the defendants to fulfill its 
obligations as a whole. Both As a result of the legal ruling of the District 
Court Tolitoli joint responsibility, gave birth to a legal relationship in which 
includes the legal rights and obligations between the plaintiff and the 
defendant in the form of an obligation for the defendant to complete his 
achievements up to the implementation of decisions already has 
permanent legal force and vice versa rights the plaintiff is gained 
achievements over things that the duty of the defendant. While the legal 
relationship between the defendant is the right and obligation to implement 
the ruling referred to include the rights and obligations attached to the joint 
responsibility of the engagement 
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PENDAHULUAN 
 Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang 
mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang 
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lainnya. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan 
sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat 
diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang di atur oleh 
hukum, dengan perkataan lain sengketa hukum adalah sengketa yang 
menimbulkan akibat-akibat hukum (Taufik Makarao, 2004: 5) 
 Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara 
apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri 
melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan 
oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat 
dimintakan bantuan pada negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan 
ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, Hukum Acara Perdata 
dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat 
diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan. 
 Lembaga peradilan umum adalah lembaga yang bertugas dan 
berwenang untuk menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun 
perkara perdata. Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang No. 2 
Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang No. 8 
Tahun 2004 dan undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Umum, Pasal 50 menyatakan bahwa :  “Pengadilan Negeri bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan   menyelesaikan perkara pidana 
dan perkara perdata pada tingkat pertam”. 
 Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu 
secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan 
eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi : “ 
Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.  
 Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi atau dilaksanakan 
hanyalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah 
kondemnatoir saja, artinya mengandung suatu “penghukuman”. Putusan-
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putusan yang amar atau diktumnya adalah deklaratoir atau konstitutif tidak 
perlu dieksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan dekalratoir 
atau konstitutif diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh 
putusan deklaratoir mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya 
putusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula. 
 Ilmu hukum mengajarkan sedikitnya 3 (tiga) jenis putusan hakim 
perdata apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu bersifat deklarator, konstitutif, 
dan kondemnatoir (Retnowulan Sutantio, 2005: 109). Jenis putusan yang 
disebutkan terakhir memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa 
pelaksanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang kalah, 
artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan 
putusan pengadilan, atau dengan kata lain berarti bersedia memenuhi 
kewajibannya untuk berprestasi yang dibebankan pengadilan melalui 
putusannya. 
Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan 
putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat 
diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi 
secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 
negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, 
tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi 
putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir.  
 Eksekusi pada hakikatnya merupakan proses terakhir penyelesaian 
suatu perkara yang telah diajukan ke muka sidang. Kedudukan lembaga 
eksekusi ini menjadi penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau 
badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan 
pengadilan. Terutama bagi pihak yang menang, eksekusi merupakan 
bagian yang penting bagi seluruh rangkaian perjuangannya dalam rangka 
mendapatkan hak-haknya melalui proses sidang perdata di pengadilan 
karena semua proses itu baginya akan menjadi sia-sia jika tujuan ia 
berperkara yaitu untuk mendapatkan haknya tidak terealisasi secara 
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nyata. Dengan demikian dalam hubungan dengan eksekusi, hanya 
putusan-putusan yang kondemnatoir saja.  
Menurut Yahya Harahab (2006: 876) dilihat dari sifatnya putusan 
kondemnator bisa berupa penghukuman untuk : 
a. menyerahkan suatu barang; 
b. mengosongkan sebidang tanah/bangunan; 
c melakukan suatu perbutan tertentu; 
d. menghentikan suatu perbuatan tertentu; 
e. membayar sejumlah uang. 
 
Sehubungan dengan itu, Hukum Acara Perdata yang berlaku 
(HIR/RBg) telah mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang memutus 
perkara perdata dalam rangka melaksanakan putusan itu dapat 
melakukan penyitaan lalu melakukan pelelangan terbuka atas barang 
bergerak atau bila tidak ada atau tidak mencukupi dapat juga menyita dan 
melelang barang tidak bergerak milik pihak yang kalah sebanyak harga 
yang wajib dibayar ditambah biaya pelaksanaan putusan pengadilan. 
 Putusan Hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap  artinya baik penggugat maupun 
tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut dan yang perlu 
dijalankan adalah putusan- putusan hakim yang mengandung perintah 
kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. 
Muhammad Abdul Kadir (2000:145) berpendapat  bahwa:  
“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 
putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada 
kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk 
melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut 
ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk 
menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut 
misalnya verzet, banding dan kasasi.” 
 
Eksekusi merupakan upaya paksa terhadap pihak yang tidak 
dengan sukarela melaksanakan perintah putusan yang dibebankan 
kepadanya. Keadaan pihak yang kalah tidak dengan sukarela 
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melaksanakan putusan pengadilan dalam praktek berhukum di negeri ini 
dapat berbentuk tindakan menghalang-halangi eksekusi dan di titik 
ekstrim berbentuk perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan 
tujuan agar eksekusi tidak dilaksanakan. Tentunya keadaan-keadaan itu 
merupakan masalah tersendiri dan di samping keadaan ekstrim tersebut 
juga terdapat beberapa permasalahan menyangkut persoalan-persoalan 
teknis peradilan yang lain sehingga mempengaruhi keberhasilan 
pelaksanaan eksekusi, misalnya masalah objek penyitaan yang tidak jelas 
atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lain mengenai 
penyitaan harta pihak yang kalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi. 
Penelitian ini tidak akan membahas secara keseluruhan masalah-
masalah tersebut namun akan membatasi diri pada tindakan-tindakan 
hukum apa saja yang dapat diambil oleh pihak yang menang bila terjadi 
permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi 
Adapun permasalahan yang dibahas yakni bagaimana langkah 
hukum yang paling tepat ditempuh oleh para penggugat dalam perkara a 
quo agar dapat menikmati haknya yang telah diberikan oleh negara 
melalui putusan pada Pengadilan Negeri Tolitoli? 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Langkah Hukum yang Paling Tepat Ditempuh oleh Para Penggugat 
dalam Perkara a quo agar Dapat Menikmati Haknya yang Telah 
Diberikan oleh Negara Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli 
 
Dalam suatu perkara, setelah proses pemeriksaan pengadilan 
selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang 
telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah 
satu pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jika salah 
satu pihak tersebut tidak puas terhadap putusan hakim, maka yang 
bersangkutan dapat mengajukan upaya-upaya hukum.  
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Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 232) upaya hukum, adalah 
upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan 
hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim. Suatu putusan hakim 
itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan bahkan tidak mustahil bersifat 
memihak, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap 
putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan 
yang terjadi dapat diperbaiki.  
Dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mutlak 
putusan tidak dapat lagi diubah, suatu putusan mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, untuk 
putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ini tersedia 
upaya hukum luar biasa. (Moh. Taufik Makarao, 2004; 160). Upaya hukum 
luar biasa hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut 
dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah 
request civil (peninjauan kembali) dan derden verzet (perlawanan) pihak 
ketiga. 
Sehubungan dengan itu, dalam perkara ini pihak tergugat telah 
melakukan upaya hukum biasa yang sudah dilaksanakan sampai tingkat 
kasasi di Mahkamah Agung yang menolak permohonan dari tergugat 
(terlampir) tetapi dalam pemenuhan secara putusan tanggung renteng 
pada amar putusan angka 6 belum juga terpenuhi dan dinikmati oleh 
penggugat. 
Menurut hemat penulis, dalam proses beracara dalam kasus ini 
bukan lagi menjadi masalah dalam belum terlaksananya amar putusan 
angka 6 tetapi melainkan bagaimana ketaatan hukum dari tergugat untuk 
menyelesaikan prestasinya.  
Menurut H. C. Kelman yang diformulasikan dengan bahasa 
Achmad Ali agar mudah memahami konsep H. C Kelman (1966; Achmad 
Ali, 2009; 347) membedakan kualitas ketaatan hukum dalam 3 jenis: 
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1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu jika seorang menaati suatu aturan, 
hanya karena ia takut kena sanksi. Kelamahan ketaatan jenis ini 
karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
2. Ketaatan bersifat identification, yaitu jika seorang menaati suatu aturan 
hanya karena ia takut hubungan timbal baliknya dengan pihak yang 
menjadi rusak. 
3. Ketaatan bersifat internalization, yaitu jika seorang menaati suatu 
aturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan 
nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, 
seorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah 
satu jenis saja, misalnya hanya taat  karena compliance dan tidak kerena 
identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi seorang 
menaati suatu aturan hukum bedasarkan dua atau tiga jenis sekaligus, 
selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai interistik 
yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan 
memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain. Sedangkan menurut 
Achmad Ali (2009; 344) bahwa: 
“Ketaatan terhadap hukum, jelas merupakan suatu unsur penting 
dari berfungsinya tata hukum dan bahwa sebenarnya jenis ketatan 
yang paling mendasar orang menaati atau tidak menaati hukum 
adalah karena adanya kepentingan, jadi saya ingin mendukung 
teori ketaatan hukum karena kepentingan.” 
 
Menurut hemat penulis apabila ada ketaatan hukum dari pihak-
pihak untuk menyelesaikan prestasi yang dibebankan kepadanya melalui 
amar putusan maka penegakkan hukum dan citra hukum dalam 
masyarakat akan menjadi baik.  
Sehingga, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tesebut 
maka tidak dapat sekedar mengunakan ukuran ditaatinya suatu aturan 
hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan 
tersebut, tetapi paling tidaknya harus ada perbedaan kualitas 
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efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu 
aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang 
bersifat compliance atau identification saja, berarti kualitas efektifitasnya 
masih rendah sebaliknya semakin banyak ketaatan internalization maka 
semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perundang-
undangan itu (Achmad Ali, 2009: 349). 
Dalam konteks objek penelitian penulis, pihak tergugat telah 
melaksanakan kewajibannya, meskipun pemenuhan kewajiban tersebut 
hanya dilakukan untuk sebagian. Pihak tergugat sebagi pihak yang kalah, 
tidak memenuhi dan menaati secara sukarela isi putusan. Kewajiban 
hukum yang dibebankan kepadanya, tidak dilaksanakan secara sempurna 
berdasarkan amar putusan. Ketika hal ini terjadi, secara teoritis pihak 
penggugat dapat menempu upaya hukum berupa tindakan eksekusi yang 
dilakukan oleh pengadilan agar pihak tergugat menjalankan secara utuh 
kewajiban hukumnya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan kepadanya. 
Hal ini diperkuat oleh Yahya Harahap (2007:12) yang menyatakan, 
jika pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan dalam suatu 
proses perkara perdata tidak menjalankan pemenuhan hubungan hukum 
yang dijatuhkan kepadanya, dengan kata lain pihak yang bersangkutan 
tidak menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi 
dapat difungsikan untuk menjalankan putusan secara paksa. 
Meskipun terdapat pilihan hukum berupa tindakan eksekusi yang 
dapat ditempuh tatkala putusan pengadilan tidak dipenuhi secara 
keseluruhan, namun menurut hemat penulis, upaya tersebut tidak perlu 
ditempuh jika terdapat ittikad dari tergugat untuk memenuhi kewajiban 
hukumnya secara sukarela. Sehubungan dengan ini, penulis melihat 
bahwa pengadilan sendiri tidak memiliki upaya atau sekurang-kurangnya 
acuan untuk pemenuhan putusan secara sukarela.  
Meskipun undang-undang tidak mengatur tentang tata cara 
pemenuhan putusan secara sukarela, tetapi menurut hemat penulis, 
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pengadilan dapat berberan aktif dalam hal pemenuhan adminstratif 
yustisial pemenuhan putusan secara sukarela. Pemenuhan administratif 
ini diperlukan, setidak-tidaknya menjadi pegangan bagi pengadilan jika di 
kemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai pemenuhan 
menjalankan putusan. Misalnya, jika pihak penggugat mengajukan 
permohonan eksekusi putusan, atas hal tersebut pengadilan menolak 
dengan alasan putusan telah dilaksanakan secara sukarela. Tetapi di sisi 
lain, untuk mendukung penolakan tersebut, pengadilan tidak memiliki 
pegangan yang dapat menunjukkan bukti administrasi putusan telah 
dilaksanakan secara sukarela. 
Pendapat penulis tersebut diperkuat oleh Yahya Harahap (2007:13) 
yang menyatakan, bahwa sangat disayangkan jika pengadilan yang kaku 
dan tidak mau berperan aktif untuk campur tangan dalam hal pemenuhan 
putusan sukarela. Dalam kajian beliau menunjukkan, bahwa terkadang 
tergugat telah memenuhi putusan secara sukarela dan enggan 
mengosongkan tanah atau rumah terperkara. Untuk itu penggugat 
meminta pelaksanaan eksekusi. Tetapi pengadilan menolak untuk 
menjalankan eksekusi putusan dengan alasan bahwa putusan telah 
dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi, ketika hendak menyelesaikan 
persoalan, sama sekali tidak ada data dan bukti tentang kebenaran 
pemenuhan putusan secara sukarela, sehingga bisa menimbulakn 
keraguan apakah benar putusan telah dipenuh secara sukarela. Padahal, 
jika putusan telah dilakukan secara sukarela tidak mungkin lagi dilakukan 
eksekusi.  
Beliau kemudian menambahkan, bahwa sekalipun pemenuhan 
putusan dilakukan tergugat secara sukarela, semestinya ketua pengadilan 
melalui juru sita melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela; 
2. Disaksikan oleh dua orang saksi; 
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3. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakkan di lapangan di 
tempat mana pemenuhan putusan dilakukan; 
4. Berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak 
(penggugat dan tergugat). 
Acuan tata cara demikian menurut hemat penulis, dapat memenuhi 
kepastian hukum pada satu pihak, dan memenuhi administrasi yustisial 
pada pihak lain. Bila timbul permasalahan di kemudian hari, pengadilan 
yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang formal 
dan autentik tentang pemenuhan putusan secara sukarela.  
Pilihan selanjutnya, ialah pilihan hukum lain yang dapat ditempuh. 
Secara teoritis, terdapat dua pilihan hukum yang dapat ditempuh oleh 
para penggugat untuk mencapai maksudnya, yaitu mengajukan 
permohonan eksekusi atau mengajukan gugatan baru (Yahya Harahab, 
2006; 404). Salah satu asas eksekusi ialah dijalankan sesuai dengan 
amar putusan, eksekusi harus persis dengan amar putusan, pengadilan 
negeri harus melaksanakan eksekusi sebagai upaya memenuhi prestasi 
yang tercantum dalam amar putusan, setiap permintaan eksekusi lanjutan 
harus dilayani dan dijalankan apabila benar-benar terjadi kekurangan.  
Menurut Yahya Harahab (2006: 427) yang menyatakan bahwa: 
Pertama, Setiap eksekusi merupakan yang tidak terpisah antara 
keseluruhan objek eksekusi, selama masih ada lagi objek eksekusi 
yang belum dieksekusi, eksekusi harus dinyatakan belum selesai 
dan yang menjadi patokannya pada eksekusi itu masih melekat 
cacat (belum selesai dilaksanakan) dan tindakan (harus 
dilaksanakan “eksekusi lanjutan” untuk menuntaskan eksekusi 
lanjutan yang belum selesai). Kedua, eksekusi lanjutan harus 
segera dilaksanakan agar penyelesaian eksekusi tidak berlarut-
larut dan citra peradilan dalam penegakan hukum dapat terangkat. 
Ketiga, mengenai pengertian apa yang disebut eksekusi yang 
belum selesai, pengertian eksekusi yang belum selesai ini 
berpedoman kepada asas “eksekusi sesuai dengan amar putusan” 
pada satu segi, serta pada segi lain dikaitkan dengan hukum 
materil yang dikehendaki pada amar putusan.  
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Menurut hemat Penulis, pengajuan permohonan eksekusi ini dapat 
dilakukan dengan bertolak pada pemikiran, bahwa pembayaran sejumlah 
uang oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada para penggugat tidak 
menghapus kewajiban tergugat-tergugat tersebut untuk memenuhi seluruh 
prestasi yang diakibatkan oleh adanya perikatan tanggung renteng yang 
menjadi hubungan hukum antara para baik antara penggugat sebagai 
kreditur dengan para tergugat sebagai debitur maupun antara sesama 
tergugat sebagai debitur sebagaimana telah dipaparkan dalam 
pembahasan permasalahan angka 1 di atas.  
Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketika 
dalam kenyataannya pihak tergugat tidak memenuhi putusan secara 
sukarela, maka upaya eksekusi merupakan pilihan hukum yang tepat 
untuk difungsikan. Namun demikian, menurut Yahya Harahap (2007:29-
35), bahwa kewenangan eksekusi timbul manakala tergugat (tereksekusi) 
tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Sedangkan pihak 
tergugat diangap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela 
terhitung sejak tanggal peringatan (aanmaning) atau warning dilampaui. 
Sejak dilampauinya tanggal peringatan, saat itulah definitive berlakunya 
upaya eksekusi. Sebelum tangal itu lewat, tindakan eksekusi masih 
berada di bawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela. 
Tindakan eksekusi baru boleh dimunculkan secara nyata oleh pengadilan 
negeri terhitung tanggal peringatan dilampaui. Lebih lanjut beliau 
mengemukakan, peringatan dilakukan ketua pengadilan setelah terlebih 
dahulu ada permintaan eksekusi dari pihak penggugat. Peringatan tidak 
dapat dilakukan secara ex officio. Selama belum ada permintaan, proses 
peringatan tidak dapat dilakukan. Sekiranya pihak penggugat tetap diam 
sekalipun tergugat belum mau menjalankan putusan secara sukarela, 
ketua pengadilan belum berwenang melakukan peringatan kepada 
tergugat.  
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Setelah proses peringatan beserta mekanisme yang terkait di 
dalamnya dilakukan, sebagai lanjutan adalah penerbitan surat penetapan. 
Surat penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi, pada 
dasarnya terkandung hal-hal sebagai berikut (Yahya Harahap, 2007:36): 
1. Dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri; 
2. Berisi perintah menjalankan eksekusi; dan 
3. Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita. 
Mekanisme berikutnya, ialah pelaksanaan eksekusi di mana Yahya 
Harahap (2007:38-39) memberikan catatan, bahwa dalam pelaksanaan 
eksekusi banyak sekali terjadi ketidakpastian eksekusi, baik itu karena 
tidak dibuat berita acara maupun karena tata caranya tidak seksama 
menerangkan peristiwa yang sebenarnya pada saat pelaksanaan 
eksekusi. Olehnya itu, merupakan hal yang sangat penting pada saat 
pelaksanaan eksekusi untuk membuat berita acara pelaksanaan eksekusi 
yang di dalamnya dicantumkan hal-hal seperti pencantuman saksi dalam 
berita acara, objek yang dieksekusi diuraikan secara mendetail di dalam 
berita acara tersebut, serta tidak kalah pentingnya, ialah 
penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh pejabat pelaksana 
eksekusi dan kedua orang saksi yang turut membantu jalannya eksekusi.  
Apabila bentuk eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang, dan 
tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah yang 
dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka kewenangan pengadilan 
menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan 
penjualan lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil 
lelang, dibayarkan kepada pihak penggugat sesuai dengan jumlah yang 
disebutkan dalam amar putusan (Yahya Harahap, 2007:65). 
Tetapi, dalam realitasnya berdasarkan penelitian penulis, upaya 
hukum pelaksanaan eksekusi terkait pemenuhan kewajiban tergugat pada 
putusan ini, tidak dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Tolitoli 
dengan alasan, bahwa prinsip pelaksanaan eksekusi beserta mekanisme 
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yang melekat terhadapnya, tetap berpegang kepada permintaan atau 
permohonan eksekusi dari pihak penggugat. Sementara di sisi yang lain, 
pihak penggugat sendiri tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi, 
bahkan dapat dikatakan yang bersangkutan tidak mau meikirkan lagi 
permasalahan ini. Pernyataan tersebut diperoleh penulis dari hasil 
wawancara.  
Mengacu kepada wawancara di atas, dapat disimpulkan, bahwa 
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang menjadi objek penelitian 
penulis, secara yuridis formal tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak 
penggugat memang tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan 
eksekusi ke Pengadilan Negeri Tolitoli. Sikap pihak penggugat ini timbul 
dikarenakan penggugat menganggap mekanisme penyelesaian perkara di 
pengadilan terlalu berbelit-belit, memakan waktu lama, dan membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit. Terkait dengan persoalan biaya dalam proses 
peradilan ini, penggugat sendiri mengakui bahwa seringkali dikenakan 
biaya-biaya yang tidak diketahui alokasi atau tujuannya. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa aspek sosiologis, dalam pengertian sikap mental dan 
pola pemikiran masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan 
hukum, khususnya terkait dengan objek penelitian penulis. Penulis juga 
berpendapat, bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan 
biaya ringan, dengan pengertian bahwa proses peradilan berjalan dengan 
jelas atau mudah dipahami, tidak melalui suatu mekanisme formalitas 
yang sangat banyak, serta dengan biaya yang dapat dipikul oleh 
masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2006:36) belum dilaksanakan 
sebagaimana mestinya, setidaknya jika yang menjadi patokan adalah 
objek penelitian penulis. 
Meskipun penggugat melakukan upaya permohonan eksekusi ke 
pengadilan, terdapat hambatan pelaksanaan eksekusi yang tata caranya 
telah dipaparkan di atas khususnya dalam hal bentuk eksekusi 
pembayaran sejumlah uang yaitu dilakukan sita eksekusi lalu pelelangan, 
Mengoptimalisasikan Pelaksanaan….. Muhammad Fitriadi 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 7 NOMOR 1, JANUARI 2017 115 
 
kecuali jika Tergugat II dan Tergugat III dengan sukarela membayar sisa 
prestasi yang harus dipenuhi untuk menggenapkan prestasi yang harus 
diterima para penggugat sesuai dengan prisip-prinsip perikatan tanggung 
menanggung. Kendala-kendala itu antara lain, tergugat I sudah tidak 
diketahui lagi keberadaannya dan barang-barang (asset) miliknya sangat 
sulit untuk diinventarisir, meskipun proses inventarisasi dilakukan, akan 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. 
Kendala lainnya ialah tergugat II dan tergugat III adalah 
representasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, sehingga jika 
dilihat secara sederhana dapat dikatakan asset yang dimiliki merupakan 
milik daerah di mana ketentuan perundang-undangan mengamanatkan 
bahwa aset daerah tidak dapat dilakukan penyitaan terhadapnya, hal ini 
diatur secara tegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: 
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: 
a.  Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada 
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; 
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; 
c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi 
pemerintah maupun pada pihak ketiga;  
d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik 
negara/daerah; 
e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
Kewajiban pemohon eksekusi tidak hanya menunjuk pihak 
tereksekusi saja, tetapi termasuk merujuk barang-barang yang hendak 
dieksekusi. Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mencari barang 
yang hendak dieksekusi. Seperti yang dinyatakan oleh Yahya Harahab 
(2006:408) yaitu: 
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Pemohon eksekusi mencari dan menunjuk harta kekayaan 
treksekusi. Kegagalan pemohon eksekusi menemukan dan 
menunjukan barang yang hendak dieksekusi, mengakibatkan 
eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan barang yang hendak 
dieksekusi “tidak ditemukan” (niet bevinding, not finding)”  
 
Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk 
melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu objek 
perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan salah satu objek 
tersebut,yaitu Obyeknya harus diperbolehkan. Menurut Pasal 1335 dan 
1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya 
bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang 
oleh undang-undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan-
perbuatan dan persetujuan-persetujuan adalah batal jika bertentangan 
dengan undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau 
kesusilaan. Di satu pihak Pasal 23 AB lebih luas daripada Pasal-pasal 
1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan-perbuatan mencangkup juga 
persetujuan akan tetapi di lain pihak lebih sempit karena kebatalannya 
hanya jika bertentangan dengan undang-undang saja. Kesimpulannya, 
bahwa objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya obyeknya harus mungkin. 
Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus 
mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara 
ketidakmungkinan obyektif dan ketidakmungkinan subyektif. Pada 
ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada 
ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. 
Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh 
siapapun. 
Namun demikian menurut hemat penulis, meskipun upaya hukum 
masih dilingkupi beberapa kendala, misalnya keberadaan salah satu 
tergugat tidak diketahui lagi, namun demikian seperti telah dikemukakan 
pada bagian awal, bahwa dalam konsep perikatan tanggung renteng, 
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meskipun salah satu pihak dianggap tidak dapat melaksanakan 
kewajibanya, bukan berarti menghapus kewajiban pihak lainnya untuk 
melaksanakan kewajiban tersebut sepenuhnya. Artinya, pihak tergugat II 
dan tergugat III yang seharusnya disita asetnya jika memang kedua pihak 
bersangkutan enggan untuk melaksanakan kewajibannya secara 
sukarela. Dengan kewenangannya pengadilan melaksanakan eksekusi 
aset atau harta kekayaannya sebagai pengganti atas eksekusi dengan 
sejumlah uang, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat di 
depan umum. Dari hasil penjualan lelang tersebut, digunakan untuk 
membayar penggugat sesuai dengan jumlah seharusnya dalam amar 
putusan. 
Kendala berikutnya, yaitu aset-aset yang dimiliki penggugat II dan 
penggugat III merupakan aset daerah atau negara, sehingga 
kemungkinan melakukan eksekusi dengan penyitaannya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan persoalan ini, 
konsep hukum administrasi negara layak untuk dicermati khususnya 
mengenai kedudukan hukum pemerintah pada lapangan hukum perdata. 
Untuk mengetahui kedudukan hukum pemerintah pada lapangan hukum 
privat, Ridwan HR. (2008:92) mengemukakan, bahwa ketika pemerintah 
bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum 
perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan 
wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam 
pergaulan hukum perdata tidak berbeda dengan seseorang atau badan 
hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi 
pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama 
dengan seseorang atau badan hukum perdata (equality before the law) 
dalam peradilan umum. 
Menurut hemat penulis, kekayaan daerah atau aset daerah baik 
berupa barang bergerak, barang tidak bergerak maupun barang-barang 
persediaan lainnya yang merupakan hasil dari hubungan keperdataan, 
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dimungkinkan untuk dieksekusi oleh pengadilan sebagai pemenuhan 
prestasinya dalam perkara perdata, dengan asumsi bahwa aset tersebut 
merupakan aset yang lahir dari perbuatan hukum keperdataan pemerintah 
tanpa atribut kewenangan negara atau daerah di dalamnya, olehnya aset 
tersebut juga tidak dikategorikan sebagai aset negara atau daerah 
sebagaimana disebutkan undang-undang perbendaharaan negara, 
misalnya aset atau kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh 
perusahaan daerah (Perusda).  
Arifin sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR. (2007:87) memberikan 
penjelasan tentang ini dengan menyatakan, badan usaha milik negara 
(BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan badan 
hukum perdata yang tidak memiliki kewenangan publik. Kekayaan negara 
dan daerah dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan 
negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi 
kekayaan badan usaha tersebut. 
Secara normatif, keberadaan aset daerah atau negara yang lahir 
dari tindakan keperdataan pemerintah melalui badan hukum privatnya 
merupakan pengecualian dari pengertian kekayaan daerah atau negara, 
dapat dilihat dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Keuangan Nomor: Kep-
225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi 
Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara sebagaimana dikutip 
Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan (2008:184) sebagai berikut: 
Semua barang milik negara/kekayaan negara yang berasal/dibeli 
dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari 
Anggaran Belanja Negara yang berada di bawah pengurusan atau 
penguasaan departemen-departemen, lembaga-lembaga Negara, 
lembaga-lembaga pemerintahan non departemen serta unit-unit dalam 
lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 
tidak termasuk kekayaan Negara yang telah dipisahkan (kekayaan perum 
dan persero) dan barang-barang kekayaan daerah otonom. 
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Sehubungan dengan ini, Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan 
(2008:188) menjelaskan, bahwa modal dan kekayaan suatu badan usaha 
milik negara (BUMN) seperti halnya perusahaan perseroan (persero) 
merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Barang dan 
kekayaan persero tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara. 
Demikian juga halnya dengan barang atau kekayaan yang dimiliki dan 
dikuasai perusahaan daerah (perusda), diberikan status sebagai 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Selain upaya eksekusi, upaya lain yang juga dapat dilakukan ialah 
dengan mengajukan gugatan baru. Hal ini dapat diajukan atas dasar 
hubungan hukum perikatan tangung renteng yang terjadi akibat putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1282 
KUHPerdata) antara para penggugat dengan para tergugat dengan dasar 
gugatan, ialah para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak 
memenuhi prestasinya berupa sejumlah uang secara tanggung 
menangung berdasarkan putusan pengadilan tersebut. 
Berangkat dari pemikiran bahwa mengikutsertakan tergugat I 
sebagai pihak dalam surat gugatan baru akan menjadi sia-sia dan 
memakan biaya lebih yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Dalam 
perikatan tanggung menanggung para penggugat mempunyai hak untuk 
memilih siapa saja secara bebas salah satu atau beberapa di antara 
debitur yang akan ia tuntut tanpa menghapus hak para penggugat untuk 
mengajukan tuntutan yang sama kepada debitur yang lainnya apabila 
debitur terpilih tersebut ternyata tidak dapat memenuhi tuntutannya, 
sementara debitur yang dituntut itu tidak mempunyai hak untuk meminta 
agar pemenuhan prestasinya dipecah bahkan walaupun tergugat I masuk 
sebagai pihak, bagian prestasi yang seharusnya ditanggung oleh tergugat 
I sebagai debitur yang tidak diketahui lagi keberadaannya, saat tiba 
waktunya ditagih oleh para penggugat, harus ditanggung bersama oleh 
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tergugat II dan tergugat III, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 
1283 jo. Pasal 1284 jo. Pasal 1293 KUH Perdata. 
Alasan kurang pihak yang biasa disebut plurium litis consortium 
yang unsurnya adalah masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai 
penguguat atau ditarik sebagai tergugat dan gugatan mengandung error in 
persona dalam wujud plurium litis consortium dalam pengertian, gugatan 
yang diajukan kurang pihak tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadikan 
gugatan ini cacat formil, karena hubungan hukum antara para pengugat 
dengan tergugat I bersifat relatif atau tidak absolut, karena selain para 
penggugat bebas memilih siapa yang ia tuntut di antara para debiturnya, 
para penggugat juga tidak bertanggung jawab atas kerugian tergugat II 
dan tergugat III yang harus menanggung bagian prestasi tergugat I 
(Yahya Harahab, 2006:112).  
Disisi lain, pada umumnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang 
bersumber dari perjanjian utang atau penghukuman membayar ganti 
kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 
KUH Perdata atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum 
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun secara kuantatif, eksekusi 
pembayaran sejumlah uang hampir besumber dari penghukuman 
pembayaran uang. Berangkat dari pemikiran diatas menurut hemat 
penulis bahwa selain pengugat yang dapat mengajukan gugatan baru 
terhadap para tergugat, tergugat juga dapat mengajukan gugatan 
terhadap sesama tergugat dengan alasan yang sama yakni wanprestasi 
tidak melaksanakan prestasi seutuhnya yang sudah dibebankan secara 
tanggung renteng dikarenakan pembayaran sejumlah uang bersumber 
dari perjanjian dan lahirnya tangung renteng tersebut terjadi karena akibat 
dari amar putusan dan adanya kesepakatan dari para pihak (Soekarno 
Aburaera)  
Oleh karena itu, bahwa sebagai debitor ia berhak untuk 
mengajukan gugatan untuk memperoleh penetapan jumlah utangnya, 
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sebab kalau tidak, akan mungkin terjadi onverschudigde betaling. Semula 
penggugat sebagai seorang debitor hanya sekadar mempunyai 
kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi utangnya dan tidak 
mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugat 
haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat 
menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses 
peradilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, 
Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295). 
Demikian pula dengan penerapan asas nebis in idem, pengajuan 
gugatan baru tidak dapat dianggap bertentangan dengan asas ini. 
Sebagaimana dipaparkan di atas, pengajuan gugatan baru terhadap 
tindakan wanprestasi atas pemenuhan kewajiban berdasarkan amar 
putusan substansinya berbeda dengan pokok gugatan yang lama. Selain 
itu, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan  Mahkamah 
Agung tanggal 12 Desember 1973 Nomor: 345/Sip/1973 secara garis 
besarnya menyatakan, bahwa pengajuan surat gugatan baru mengenai 
sengketa pelaksanaan putusan tidak bertentangan dengan hukum acara. 
Sedangkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut 
oleh pengadilan, sederhana dan kata cepat menunjuk kepada jalannya 
peradilan, terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan bagi 
jalannnya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya pemeriksaan di 
muka sidang tetapi juga penyelesaian menyangkut berita acara 
pemeriksaan sampai penanda tanganan putusan hakim dan 
pelaksanaanya, tidak jarang suatu perkara tertunda sampai bertahun-
tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang 
atau diminta mundur waktunya, selain itu ditentukan biaya ringan, biaya 
perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan 
untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Upaya hukum yang paling tepat ditempuh oleh para tergugat untuk 
menikmati haknya yang telah diberikan oleh negara melalui putusan 
pengadilan ialah mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sehingga membuka ruang 
kewenangan pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap para 
tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara keseluruhan. 
2. Sebagai akibat hukum amar putusan tanggung renteng Pengadilan 
Negeri Tolitoli, melahirkan hubungan hukum yang di dalamnya 
mencakup hak dan kewajiban hukum antara para penggugat dan para 
tergugat berupa kewajiban bagi para tergugat untuk menyelesaikan 
prestasinya sampai dengan pelaksanaan putusan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebaliknya hak para penggugat 
adalah memperoleh prestasi atas hal-hal yang menjadi kewajiban para 
tergugat. Sedangkan hubungan hukum antara para tergugat ialah hak 
dan kewajiban untuk melaksanakan amar putusan dimaksud termasuk 
hak dan kewajiban yang melekat pada perikatan tanggung renteng. 
 
Saran 
1. Peran aktif pengadilan dalam hal pemenuhan adminstratif yustisial 
pemenuhan putusan secara sukarela. Pemenuhan administratif ini 
diperlukan, setidak-tidaknya menjadi pegangan bagi pengadilan jika di 
kemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai pemenuhan 
menjalankan putusan. 
2. Kepada para tergugat disarankan untuk mengajukan permohonan 
pelaksanaan eksekusi agar membuka ruang kewenangan pengadilan 
untuk melaksanakan eksekusi pemenuhan kewajiban para tergugat 
secara keseluruhan dan hendaknya institusi pengadilan menerapkan 
secara sungguh-sungguh asas peradilan cepat, biaya murah dan 
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sederhana yang pada akhirnya membangun citra sebagai salah satu 
sub sistem penegakan hukum yang dipercaya oleh masyarakat. 
3. Diharapkan kepada masyarakat, dalam mengajukan permohonan 
eksekusi hendaknya memberikan keterangan yang jelas dan terperinci 
mengenai objek yang akan dieksekusi. Institusi pengadilan dalam 
melakukan pengusulan dan pengangkatan panitera atau juru sita, 
melakukan penilaian yang cermat terhadap kejujuran dan kecakapan 
maupun kompetensinya, yang bertujuan meminimalisir kekeliruan 
dalam pelaksanaan administrasi eksekusi. 
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